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ABSTRAK 

 

Rifki Maulana, 201710115141. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi 

Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. 

 

 Internet merupakan hasil revolusi teknologi, yang mengkolaborasikan 

teknologi informasi dan komputer secara sinergis. Pemanfaatan teknologi internet 

juga tidak dapat dipungkiri membawa dampak negatif yang tidak kalah banyak 

dengan manfaat positif yang ada, seperti salah satunya ialah pornografi. Salah satu 

dampak negatifnya adalah banyaknya konten pornografi yang masih bisa diakses 

dengan mudah, tentunya hal ini sangat berdampak buruk pada anak-anak dibawah 

umur yang bisa dengan bebas menjangkaunya. Pornografi merupakan pelanggaran 

paling banyak terjadi di dunia maya dengan menampilkan foto, cerita, video dan 

gambar bergerak. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui peneggakan 

hukum terhadap pelaku tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang 

Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Penelitian yang digunakan adalah 

penelitian hukum normatif dengan cara berfokus pada bahan pustaka dan studi 

kasus. Hasil Penelitian ini adalah Penegakan hukum terhadap tindak pidana kasus 

pornografi dalam kasus Gisella Anastasia dan Lilis Supiyani yang diatur dalam 

KUHAP dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Hal ini 

menunjukkan bahwa adanya beberapa faktor yang menjadi kendala dalam 

penegakan hukum yaitu adanya faktor penegak hukum, dalam artian pengetahuan 

penegak hukum dalam kualitasnya berbeda-beda yang menyebabkan pemaknaan 

dan penerapan pasal pada tiap perkara berbeda-beda. Adapun faktor masyarakatt, 

karena kesadaran kepada masyarakat terkait pemberantasan pornografi yang telah 

tersebar cukup sulit dan faktor Pendidikan ialah minat masyarakat terhadap hal-

hal yang berbau pornografi menunjukkan selera masyarakat masih rendah 

sehingga hal ini menggambarkan rendahnya sistem Pendidikan. 

 

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pornografi, Tindak Pidana 
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ABSTRACT 

 

Rifki Maulana, 201710115141.  Law Enforcement of Pornography Crimes 

According to Law Number 44 of 2008 concerning Pornography. 

 

 The Internet is the result of a technological revolution, which collaborates 

information and computer technology synergistically. The use of internet 

technology also undeniably brings negative impacts that are not inferior to the 

positive benefits that exist, such as pornography. One of the negative impacts is 

that there is a lot of pornographic content that can still be accessed easily, of 

course, this has a very bad impact on minors who can freely reach it. 

Pornography is the most common offense in cyberspace by displaying photos, 

stories, videos and moving images.  The writing of this thesis aims to find out the 

legal affirmationof pornography criminals according to Law Number 44 of 2008 

concerning Pornography.  The research used is normative legal research by 

focusing on library materials and case studies.  The result of this study is law 

enforcement against criminal acts of pornography cases in the cases of Gisella 

Anastasia and Lilis Supiyani which are regulated in the Criminal Procedure Code 

and Law Nomor 44 of 2008 concerning Pornography. This shows that there are 

several factors that become obstacles in law enforcement, namely the existence of 

law enforcement factors, in the sense that law enforcement knowledge in its 

quality is different which causes the meaning and application of articles in each 

case to vary.  As for the fpublic actors, thearena of awareness to the public 

regarding the eradication of pornography that has been spread is quite difficult 

and the education factor is that the public's interest in things that smell of 

pornography shows that people's tastes are still low so this illustrates the low 

education system. 

 

Keywords: Criminal Acts, Law Enforcement, Pornography 
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